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Revisi Pertama

Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan revisi pertama dari Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan periode Tahun 2020-
2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
melatarbelakangi penyusunan revisi pertama RAK ini, dimana peraturan tersebut
mengamanatkan agar dokumen perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik untuk
mencapai hasil yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan
disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain.

Selain itu RAK ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020- 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Renstra), serta Rencana Aksi Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020-2024.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan revisi pertama RAK Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini. Kami mengharapkan masukan dan saran yang positif
sebagai upaya perbaikan dalam penyusunan RAK ini di masa yang akan datang. Semoga
perencanaan kinerja kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan
dapat menjadi pendorong dan penggerak dalam mencapai sasaran dan target kinerja
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020-2024 serta sasaran dan target kinerja

Kementerian Kesehatan sebagai tujuan akhirnya.
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Plt@ﬁnggur Tata Kelola Obat Publik

LK
%Qi}i%n Kesehatan,
\,-v \

ch\ W'en”/"m»Waworuntu M.Kes
) ”D_ “9b203301997032001

Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024 2



DAFTAR ISI

Halaman JUAUI ... e et 1
Kata PENQANTAT ... .t 2
I3 7= 1 7= T ] 3
Daftar TaADI ... e e 4
Daftar GaMDA ... ... s 5
Daftar LamIPiran .. ..o 6
Bab | : Pendahuluan ...... ..o 7
A. Latar Belakang ........oooiiiiii 7
B. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ............ccooooeiiiiiiiiiiiiinnn, 8
ORI [TV = 11T o | T RO 11
D. Landasan HUKUM ... et e e aeenes 12
Bab Il : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .........cccceviiiiiiiiiiiiiiiei e, 14
A, ViSTAAN MiSI ... 14
B. Tujuan dan Sasaran Strat@giS ............uuuuuiuuiiiimrierererereeererreererreeerrereereesreeeeee 16
Bab Il : Arah Kebijakan dan OrganiSasi ...........ouveveiiiniiiiiii e 17
A. Arah Kebijakan dan Strategi ..........ccoooeiiiiiiiii e 17
B. Organisasi Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ............. 21
Bab IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ...............c.cccooiiiiiiiiiiiiieennn, 24
A, Target KiNBra ..o 24
B. Kerangka Pendanaan ...........coooeiuieiiiiiiii e 28
Babh Vi PonUIUD ..o 29

|
Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024 3



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024... 16

Tabel 2. Aktivitas Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang
memiliki keterkaitan dan/atau memperhatikan kinerja sektor/bidang lain

(CrOSSCULTING) -« ettt e 19
Tabel 3.  Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Tahun 2020 Menurut Jabatan...................cccceeeeee. . 23

Tabel 4. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin ....................... 23

Tabel 5. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Tahun Menurut Pendidikan .............ccoooiiiiininnnn. 23

Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) ..............ccocioiiiiiin, 28

Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 ..................... 21

I ———
Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024 5



Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Lampiran 6.

Lampiran 7.

Lampiran 8.

Lampiran 9.

Lampiran 10.

Lampiran 11.

Lampiran 12.

Lampiran 13.

Lampiran 14.

Lampiran 15.

DAFTAR LAMPIRAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 ...........cooiiiiiiiiiii i,

Item Obat Indikator yang dipantau Tahun 2020-2024 .................ccoenennee.

Item Obat Program HIV/AIDS dan Item Vaksin Indikator yang dipantau
Tahun 2020-2024 ... s

Kertas Kerja Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial..

Kertas Kerja Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Vaksin
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) ........ouiiiiiiie e

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
ESENSIAL ... i

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Vaksin
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) ........oieveiiiiiii e

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
Program TUDErKUIOSIS ..o

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
Program Malaria .........ccoiiiiiii e,

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
Program Ibu dan Anak .........coooiiiiiii

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
Program Gizi ..o

Kertas Kerja Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat
Program HIV/AIDS ...

Instrumen Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Mutu di
Instalasi Farmasi Pemerintah ......... ...

Kertas Kerja Penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan
Manajemen Peneglolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar .............cccceeveeeee..

Matriks Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2020-2024................occoiveeeeeeinninnns

35

36

38

39

40

41

42

43

44

Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024

6



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan
kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta
kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode
sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang
berkesinambungan. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan
periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan

kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, maka
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam manajemen pelaksanaan
kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dalam upaya

mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun.

Evaluasi atas RAK yang merupakan bagian dari ruang lingkup evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dilaksanakan setiap tahun sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.
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https://www.dropbox.com/s/0z8rufoomxn6jh7/PERMENPAN%20NO.%2012%20TAHUN%202015%20-%20PEDOMAN%20EVALUASI%20SAKIP.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0z8rufoomxn6jh7/PERMENPAN%20NO.%2012%20TAHUN%202015%20-%20PEDOMAN%20EVALUASI%20SAKIP.pdf?dl=1
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B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 14 ayat (1)
menyatakan bahwa, Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk
obat dan alat kesehatan (alkes) di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran
memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (buffer stock)
memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya.

Aksesibilitas obat ditentukan oleh ketersediaan obat bagi pelayanan Kesehatan,
terutama di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Secara keseluruhan
kondisi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas telah mengalami peningkatan yang
signifikan yaitu 79,38% (realisasi) dari target 77% di tahun 2015 menjadi 94,22%
(realisasi) dari target 90% di tahun 2019. Perbedaan tingkat ketersediaan obat di
puskesmas antar provinsi juga semakin membaik dimana pada tahun 2015 terdapat 16
provinsi dengan tingkat ketersediaan kurang dari 80% sementara di tahun 2019 jumlah
tersebut berkurang menjadi hanya 8 provinsi.

Revisi Renstra mengamanatkan perubahan indikator dari sebelumnya persentase
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas menjadi persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin esensial, yang pada tahun 2019 mencapai 96,34%
melebihi target sebesar 95%. Namun demikian disparitas ketersediaan obat dan vaksin
terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), optimalisasi
perencanaan kebutuhan obat dan vaksin baik di tingkat nasional, provinsi maupun
kabupaten/kota, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan masih menjadi
tantangan yang harus dihadapi.

Informasi ketersediaan obat dan alkes merupakan aspek yang penting dalam
manajemen logistik baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Informasi yang
tersedia hendaknya merupakan informasi yang akurat dan dapat diperoleh dengancepat
sehingga dapat digunakan dengan tepat oleh semua pihak yang membutuhkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan telah membangun dan mengembangkan aplikasi e-Logistik, yaitu aplikasi
pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan dalam
manajemen pengelolaan obat di instalasi farmasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota
untuk mendukung pelaporan, pencatatan, dan pemantauan ketersediaan obat dan
BMHP.
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Persentase instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi
logistik obat dan BMHP mengalami peningkatan yang signifikan dari 20,26% di tahun
2017 menjadi 40,51% di tahun 2019. Keberhasilan penerapan aplikasi e-Logistik
memerlukan partisipasi dan peran aktif baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk
itu koordinasi yang optimal sangat diperlukan, apalagi dengan banyaknya sistem
manajemen logistik obat dan BMHP yang dibangun sendiri oleh daerah, menjadi
tantangan tersendiri dalam melakukan bridging dengan aplikasi e-Logistik sehingga data
tetap dapat diperoleh secara rutin. Infrastruktur dan sumber daya manusia, utamanya
sebagai pengelola aplikasi, masih menjadi suatu permasalahan terutama di DTPK. Selain
itu sistem distribusi obat dan vaksin yang dapat dipantau secara online dan terintegrasi
dari pusat ke instalasi farmasi provinsi, ke kabupaten/kota, sampai kefasyankes primer
(puskesmas) yang dilayani menjadi keharusan dan perhatian ke depannya.

Instalasi farmasi pemerintah sebagai tempat dilaksanakannya manajemen
pengelolaan obat dan alkes memiliki peran yang strategis dalam menjamin ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alkes. Penyelesaian penyusunan peraturan
menteri kesehatan tentang instalasi farmasi pemerintah sebagai pedoman dan standar
dalam pengelolaan obat dan alkes di instalasi farmasi pemerintah menjadi sebuah
tantangan tersendiri. Walaupun demikian, persentasi instalasi farmasi kabupaten/kota
yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar mengalami
peningkatan yang signifikan, dari 57,34% di tahun 2015 menjadi 92,02% di tahun 2019.

Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses
penyediaan obat dan alkes dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-Katalog)
yang diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2019 tentang Perencanaan
dan Pengadaan Obat berdasarkan katalog elektronik. Walaupun pengadaan obat dan
alkes yang memanfaatkan e-Katalog semakin meningkat, sistem pengadaan obat dan
alkes masih perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam
negeri. E-Katalog obat pada tahun 2020 telah memuat 1.025 item obat generik
dan nama dagang, dan e-Katalog alkes pada tahun 2019 telah memuat 13.274 jenis item
alat kesehatan.

Mencermati meningkatnya nilai transaksi pembelian obat dan alat kesehatan
melalui e-Katalog, dan prioritas produk dalam negeri untuk masuk ke e-Katalog, maka e-
Katalog dapat menjadi instrumen insentif untuk meningkatkan kemandirian dan
keterjangkauan obat dan alkes. Untuk itu Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan membangun dan mengembangkan aplikasi e-Monev katalog
Obat, yaitu sistem informasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap kegiatan perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik.
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Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder (dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten/kota, industri farmasi, PBF, dan fasyankes) sangat diperlukan
untuk meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan aplikasi e-Monev Obat.

Upaya pemenuhan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan
memerlukan data dan informasi yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan. Data
tersebut dapat diperoleh melalui pemantauan pasar obat publik dan perbekalan
kesehatan yang memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi yang ada, antara lain
item obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dan permasalahan dalam
pemenuhan kebutuhan tersebut. Kegiatan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan
kesehatan dilaksanakan melalui survei kepada stakeholder terkait seperti industri
farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan di Indonesia. Selain itu, juga telah dikembangkan Sistem Informasi
Kekosongan Obat (SIKOBAT) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi
terhadap kejadian kekosongan obat, namun upaya tersebut masih memerlukan

peningkatan baik perencanaan, kualitas, implementasi maupun evaluasinya.

|
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C. ISU STRATEGIS.

Perumusan strategi, perencanaan dan implementasi kegiatan peningkatan Tata
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang terintegrasi pada Pelayanan Kesehatan & Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dan Program Dukungan Manajemen dipengaruhi oleh beberapa isu strategis
sebagai berikut:
1. Desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintahan dan pembagian urusan dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

2. Penyederhanaan regulasi di berbagai perizinan dan bidang kesehatan;

3. Implementasi good governance (mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang
efektif dan efisien), reformasi birokrasi, dan struktur organisasi yang efektif danefisien;

4. Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan
dana Dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);

5. Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengadaan obat dan vaksin dengan
mempertimbangkan unsur kualitas produk;

6. Penguatan sistem manajemen logistik farmasi real time berbasis elektronik;
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat
lanjutan;

8. Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply side dalam
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa
daerah, termasuk pembiayaan. Dampak dari defisit BPJS telah menyebabkan efek
domino yang menyebabkan gangguan terhadap rantai pasokobat dan bahan medis.

9. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dalam penanganan bencana nasional
akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan kaitannya dengan produktivitas
kerja dan pelayanan kesehatan.

10. Penguatan sistem pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan yang

lebih dapat diandalkan (reliable), valid, akurat dan terkini.

|
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D. LANDASAN HUKUM.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan dengan

berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan
Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/II1/2006 tentang KebijakanObat
Nasional;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

18. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/350/2020 tentang Perubahan atas
Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/813/2019 tentang Formularium Nasional.

|
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https://www.dropbox.com/s/0z8rufoomxn6jh7/PERMENPAN%20NO.%2012%20TAHUN%202015%20-%20PEDOMAN%20EVALUASI%20SAKIP.pdf?dl=1
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI.

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang
sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera
dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju,
mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang
memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai olehkarakter
yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan
dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam
kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya

supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan
menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat,

produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 Misi
Presiden 2020-2024, yakni:
1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
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Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan

struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi

dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun
2020-2024, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant
mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan
pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian
indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian
ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis,
efektif dan efisien.

Menurunkan angka stunting pada balita;

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal
manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah
menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus
digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun
FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar
kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun
terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan
memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).
Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan
dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah
telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan
produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap
oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk

mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Visi dan misi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

periode tahun 2020-2024 mengacu kepada deskripsi Kementerian Kesehatan terhadap

visi dan misi Presiden terpilih tersebut di atas yang terwujud dalam upaya menjamin

ketersediaan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.
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B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.
Guna mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024,

Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis dan 8 (delapan) sasaran

strategis sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian KesehatanTahun 2020-2024

No. Tujuan Strategis No. Sasaran Strategis
1. | Peningkatan derajat kesehatan | 1. | Meningkatnya kesehatan ibu, anak
masyarakat melalui pendekatan dan gizi masyarakat
siklus hidup
2. | Penguatan pelayanan kesehatan 2. | Meningkatnya ketersediaan dan
dasar dan rujukan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. | Peningkatan pencegahan dan | 3. | Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit dan pengendalian penyakit  serta
pengelolaan kedaruratan pengelolaan kedaruratan
kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
4. | Peningkatan sumber daya | 4. | Meningkatnya akses, kemandirian
kesehatan dan mutu kefarmasian dan alat
kesehatan
5. | Meningkatnya pemenuhan SDM
Kesehatan dan kompetensi sesuai
standar
6. | Terjaminnya pembiayaan
kesehatan
5. | Peningkatan tata kelola | 7. | Meningatnya sinergisme pusat dan
pemerintahan yang baik, bersih daerah serta meningkatnya tata
dan inovatif kelola pemerintahan yang baik dan
bersih
8. | Meningkatnya efektivitas
pengelolaan litbangkes dan sistem
informasi kesehatan untuk
pengambilan keputusan

Adapun tujuan dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

adalah terwujudnya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan

vaksin melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan

kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran kegiatan

peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan yaitu meningkatnya

jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan dukungan peningkatan

mutu pengelolaan logistik obat dan perbekalan kesehatan.
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BAB IlI
ARAH KEBIJAKAN DAN ORGANISASI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan
kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan
preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional
tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan
kesehatan reproduksi; 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
penanggulangan permasalahan gizi ganda; 3) Peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit; 4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
dan 5) Penguatan sistem kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan nasional maka
ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut 1) Penguatan
pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP,
serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta; 2) Pelayanan kesehatan
menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak
usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promaotif,
preventif, kuratif, rehabilitatify dengan penekanan pada promotif dan preventif; 3)
Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan
GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit; 4) Penguatan sistem
kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengandidukung inovasi teknologi;
dan 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju
konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi
lintas program.

Untuk mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan maka ditetapkan arah
kebijakan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai berikut:

1) Penguatan pelayanan kefarmasian di setiap tingkatan pelayanan Kesehatan, terutama
di pelayanan kesehatan primer.

2) Peningkatan mutu pengelolaan sediaan farmasi menggunakan pendekatan siklus
rantai suplai yang berkesinambungan dengan penekanan penguatan sistem informasi
dan penguatan kemampuan produksi dan distribusi dalam pemenuhan sediaan farmasi

bagi pelayanan kesehatan dan masyarakat.
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3) Penguatan pengawasan alat Kesehatan (pre dan post market) berdasarkan risk-based

analysis dengan tetap mendukung terlaksananya kemudahan berusaha.

4) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi

dalam upaya menjamin kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Upaya meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat

Kesehatan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1.

Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan,
terutama di Puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin
sesuai standar di Instalasi Farmasi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas;

. Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi

antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan;

Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, melalui
penilaian produk sebelum beredar, sampling dan penguijian, inspeksi sarana produksi
dan distribusi termasuk pengawasan barang impor Border dan Post Border, dan
penegakan hukum;

Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam
negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, optimalisasi hubungan kerjasama
luar negeri, membangun sinergi Academic-Bussiness-Government- Community-
Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat
kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical

Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi;

5. Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin halal;

6. Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan

pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui

promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi;

. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama

untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna di
masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugar denganJamu
dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI);

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian melalui pemenuhan sumber daya,

peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengawasan secara optimal.

Arah kebijakan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

mengacu kepada arah kebijakan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

yaitu peningkatan mutu pengelolaan sediaan farmasi menggunakan pendekatan siklus

rantai suplai yang berkesinambungan dengan penekanan penguatan sistem informasi

dan penguatan kemampuan produksi dan distribusi dalam pemenuhan sediaan farmasi
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bagi pelayanan kesehatan dan masyarakat, dengan strategi antara lain:

1. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan,
terutama di puskesmas, dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin yang efektif,
efisien dan akuntabel dengan memperhatikan kualitas produk, serta pengalokasian
biaya distribusi;

2. Penyusunan usulan obat dan vaksin untuk diproses dalam katalog obat untuk obat
JKN dan obat program nasional; monitoring dan evaluasi penyediaan obat melalui e-
katalog, serta pelayanan keluhan pengadaan obat melalui e- katalog;

3. Membangun sistem manajemen tata kelola obat berbasis teknologi informasi melalui

Digital Inventory Nasional (DIN);
4. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penyusunan rencana

kebutuhan obat yang akurat;

5. Menyusun regulasi terkait penerapan dan pemanfaatan aplikasi terkait tata kelola obat
dan mempercepat penyelesaian regulasi tentang instalasi farmasi pemerintah;

6. Mendorong Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan manajemen
mutu, serta melakukan bimbingan teknis manajemen pengelolaan obat sesuai
standar;

7. Mengoptimalkan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan
monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala serta
memberikan umpan balik terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut;

8. Mengoptimalkan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan guna
menyediakan data dan informasi pasar obat dan perbekalan kesehatan yang reliabel,
dan terkini dalam upaya pemenuhan ketersediaan obat bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan memiliki keterkaitan dan memperhatikan kinerja sektor/bidang lain (cross

cutting) sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Aktivitas Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang memiliki
keterkaitan dan/atau memperhatikan kinerja sektor/bidang lain (cross cutting)

No. Bidang atau K/L Lain Aktivitas / Keterkaitan
1. Dinas Kesehatan Provinsi - Koordinasi dalam rangka ketersediaan,
dan Kabupaten/Kota distribusi dan evaluasi penyediaan obat, vaksin

dan perbekalan kesehatan

2. Lembaga Kebijakan - Pembahasan teknis terkait katalog obat
Pengadaan Barang/Jasa - Penyusunan KMK mengenai nilai klaim harga
Pemerintah (LKPP) obat
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3. Kementerian Keuangan - Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan revisi
anggaran termasuk penambahan anggaran PC-
PEN untuk penanganan pandemi Covid-19

4. Kementerian - Penyusunan perencanaan dan pemantauan
Perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Rencana Kerja K/L

Republik Indonesia /
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

5. Badan Nasional - Penyusunan pedoman pengelolaan obat
Penanggulangan dalam kondisi bencana
Bencana (BNPB) - Koordinasi penyediaan dan penanganan

sediaan farmasi saat terjadi bencana

Aktivitas tersebut mendukung sasaran strategis
BNPB yaitu terselamatkannya sebanyak mungkin
jiwa pada saat keadaan darurat bencana dan
meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang professional,
akuntabel, dan transparan

6. Badan Pengawas Obat - Pendampingan Teknis Penjaminan Mutu Tata
dan Makanan (BPOM) Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di
Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota

Aktivitas tersebut mendukung capaian indikator
kinerja BPOM yaitu persentase rekomendasi hasil
pengawasan obat dan makanan yang
ditindaklanjuti oleh lintas sektor, pada sasaran
strategis meningkatnya efektivitas pengawasan
dan pelayanan publik di bidang obat dan
makanan.

Pada aktivitas Pendampingan Teknis Penjaminan
Mutu Tata Kelola Obat dan Perbekalan
Kesehatan di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan prinsip-
prinsip dan persyaratan sistem manajemen mutu,
antara lain peningkatan berkelanjutan. Dengan
demikian Instalasi Farmasi Pemerintah yang
menerapkan sistem manajemen mutu memahami
dan menindaklanjuti rekomendasi atau hasil audit
internal maupun eksternal (termasuk dari BPOM)
untuk peningkatan yang berkelanjutan.
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B. ORGANISASI TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN.
1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi,
dan pelaporan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan Kesehatan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Peraturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
64 Tahun 2015 seiring dengan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional,
efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian

Kesehatan.

Struktur organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terdiri atas Subbagian Administrasi
Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional seperti disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020

DIREKTUR
TATA KELOLA OBAT PUBLIK

DAN PERBEKALAN
KESEHATAN

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
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Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian
ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar
dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan,

pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan
pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan
pengadaan, pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan
kesehatan;

Fasilitasi pengelolaan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan,
pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan
pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang perencanaan dan
penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,
pemantauan pasar dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian
ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar
dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian

ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar

dan pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian target

organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 32 orang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/210/2020
tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, jumlah
ideal ASN yang dibutuhkan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan di tahun 2020 sebanyak 132 orang. Berdasarkan kondisi tersebut maka

masih sangat diperlukan peningkatan jumlah ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
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Adapun komposisi ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020 Menurut Jabatan

Jabatan Struktural 13
Jabatan Fungsional Tertentu 0
Jabatan Pelaksana 19

Tabel 4. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin

Pria 11
Wanita 21

Tabel 5. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020 Menurut Pendidikan

S2 dan Dokter 0
S2 dan Apoteker 10
Apoteker 10

S1
D3
SMA 1

I ———
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A. TARGET KINERJA.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

a.

Indikator Kinerja.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Prioritas
(PP)

Kegiatan Prioritas (KP)

Proyek Prioritas

Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan

Peningkatan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana (KB), dan
kesehatan reproduksi

Penurunan Kematian lbu
dan Bayi

Proyek Indikator Kinerja
Penyediaan Vaksin IDL 1 |Persentase kabupaten/kota dengan
(Imunisasi Dasar Lengkap) ketersediaan vaksin imunisasi dasar

lengkap
Penyediaan obat dan 2 |Persentase kabupaten/kota dengan

perbekes program kesehatan
ibu dan anak

ketersediaan obat kesehatan dan
perbekalan kesehatan program ibu dan
anak

Percepatan Perbaikan
Gizi Masyarakat

Penurunan Stunting

Penyediaan obat gizi

Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat gizi

Peningkatan Pengendalian
Penyakit

Pengendalian Penyakit
Menular

Penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan
program pencegahan dan
pengendalian TB

Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program tuberkulosis

Penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan
program pencegahan dan
pengendalian HIV/AIDS

Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program HIV/AIDS

Penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan
program pengendalian malaria

Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program malaria yang
disediakan

Penguatan Sistem
Kesehatan &
Pengawasan Obat &
Makanan

Pemenuhan &
Peningkatan Daya Saing
Sediaan Farmasi dan
Alkes

Penyediaan obat dan vaksin
esensial di puskesmas

Persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial

Penyediaan buffer obat dan
perbekalan kesehatan
program

pelayanan kesehatan dasar

Jumlah paket buffer obat pelayanan
kesehatan dasar yang disediakan

Penerapan aplikasi logistik
obat dan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP) di instalasi
farmasi provinsi dan
kabupaten/kota

Jumlah instalasi farmasi provinsi dan
kabupaten/kota yang menerapkan
aplikasi logistik obat dan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP)

Penyediaan vaksin baru untuk
pneumonia (PCV)

10

Persentase ketersediaan PCV di provinsi
rencana introduksi

Penyediaan obat dan vaksin
esensial di puskesmas

11

Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat esensial

Pelaksanaan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin
sesuai standar di instalasi
farmasi kabupaten/kota

12

Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota
yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar
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b. Target Kinerja.

Target Kinerja

Indikator Kinerja Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 |Persentase kabupaten/kota dengan 91 92 93 94 95 Persen
ketersediaan vaksin imunisasi dasar
lengkap
2 |Persentase kabupaten/kota dengan 100 100 100 100 100 Persen

ketersediaan obat kesehatan dan
perbekalan kesehatan program ibu dan
anak

3 |Persentase kabupaten/kota dengan 100 100 100 100 100 Persen
ketersediaan obat gizi

4 |Persentase kabupaten/kota dengan 100 100 100 100 100 Persen
ketersediaan obat program tuberkulosis

5 [Persentase kabupaten/kota dengan 100 100 100 100 100 Persen
ketersediaan obat program HIV/AIDS

6 |Persentase kabupaten/kota dengan 100 100 100 100 100 Persen
ketersediaan obat program malaria yang
disediakan

7 |Persentase puskesmas dengan 85 90 92 94 96 Persen
ketersediaan obat esensial

8 [Jumlah paket buffer obat pelayanan 10 10 10 10 10 Paket
kesehatan dasar yang disediakan

9 [Jumlah instalasi farmasi provinsi dan 68 136 204 272 340 Instalasi
kabupaten/kota yang menerapkan Farmasi
aplikasi logistik obat dan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP)

10 |Persentase ketersediaan PCV di provinsi 100 100 100 100 100 Persen
rencana introduksi

11 |Persentase kabupaten/kota dengan 77 79 81 83 85 Persen
ketersediaan obat esensial

12 [Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota 164 264 364 464 514 Instalasi
yang melakukan manajemen Farmasi
pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar
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C.

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan.

Indikator Kinerja

Definisi Operasional

Cara Perhitungan

1 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase Kab/Kota yang memiliki vaksin
ketersediaan vaksin imunisasi dasar IDL terdiri dari vaksin hepatitis B, vaksin
lengkap BCG, vaksin DPT-HB-HIB, vaksin polio, Jumlah kab/Kota yang memiliki vaksin IDL Ge
vaksin campak/campak rubella Jumlah kabupaten /kota yang melapor * °
2 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase kabupaten/kota yang memiliki
ketersediaan obat kesehatan dan ketersediaan obat magnesium sulfat injeksi
perbekalan kesehatan program ibu dan |atau metilergometrin maleat injeksi dan atau
anak fitomenadion injeksi atau salep/tetes mata Jumlah kab/kota yang memiliki obat program ibu/anak -
antibiotik Jumlah kabupaten /kota yang melapor * 4
3 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase kabupaten/kota yang memiliki
ketersediaan obat gizi ketersediaan obat Tablet Tambah Darah
Jumlah kab/kota yang memiliki obat TTD 1000¢
Jumlah kabupaten /kota yang melapor * ©
4 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase kabupaten/kota yang memiliki
ketersediaan obat program tuberkulosis |ketersediaan OAT FDC Kat 1 Jumlah kab/kota yang memiliki OATFDC Kat 1 .
Jumlah kabupaten /kota yang melapor 200
5 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase kabupaten/kota desentralisasi
ketersediaan obat program HIV/AIDS yang memiliki ketersediaan obat Tenofovir
300 mg tablet/Lamivudin 150 mg tablet umlah kab/kota yang memiliki obat program HIV /AIDS 2 G
/Efavirenz 600 mg tablet salut Jumlah kabupaten/kota yang melapor
6 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase kabupaten/kota yang memiliki
ketersediaan obat program malaria yang |ketersediaan obat kombinasi DHP dan atau
disediakan Primakuin tablet Jumlah kab/kota yang memiliki obat program malaria AT
Jumlah kabupaten /kota yang melapor * °
7 |Persentase puskesmas dengan Persentase Puskesmas yang memiliki
ketersediaan obat esensial ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat  [umlah puskesmas yang memiliki min. 80% obat esensial |
indikator pada saat dilakukan pemantauan Jumlah puskesmas yang melapor
8 |Jumlah paket buffer obat pelayanan Jumlah paket penyediaan obat program Jumlah paket penyediaan obat program
kesehatan dasar yang disediakan pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar
9 |Jumlah instalasi farmasi provinsi dan Jumlah Instalasi farmasi Provinsi dan Jumlah instalasi farmasi provinsi dan
kabupaten/kota yang menerapkan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi
aplikasi logistik obat dan Bahan Medis logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Habis Pakai (BMHP) (BMHP) (BMHP) sampai tahap integrasi
10 |Persentase ketersediaan PCV di provinsi |Persentase ketersediaan PCV di provinsi
rencana introduksi rencana introduksi
Juml. provinsi yang memiliki ketersediaan PCV 100%
Juml. provinsi yang ditetapkan utk introduksi PV °
11 |Persentase kabupaten/kota dengan Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki
ketersediaan obat esensial ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat
o q Jumlah kab /kota yang memiliki min.85% obat esensial
indikator pada saat dilakukan pemantauan x 100%
Jumlah kab/kota yang melapor
12 |Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota [Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang |Jumlah kumulatif Instalasi Farmasi

yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar

melakukan pengelolaan obat sesuai standar
bila hasil evaluasi menghasilkan skor minimal
80

Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan
pengelolaan obat sesuai standar bila hasil
evaluasi menghasilkan skor minimal 80
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2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

a. Indikator dan Target Kinerja

Target Kinerja
Sasaran / Program / Indikator Kinerja Satuan
Kegiatan J 2020 2021 2022 2023 | 2024
Sasaran Strategis Persentase puskesmas dengan 85 90 92 94 96 Persen
Nasional / Sasaran ketersediaan obat esensial
Strategis Kementerian
Kesehatan
Sasaran Program Persentase kabupaten/kota dengan 77 79 81 83 85 Persen
Kefarmasian danAlat ketersediaan obat esensial
Kesehatan
Persentase puskesmas dengan 90 95 95.50 96 96.50 Persen
ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL)
Sasaran Kegiatan Jumlah instalasi farmasi 6 27 77 127 177 Instalasi
Peningkatan Tata Provinsi/Kabupaten/Kota yang Farmasi
Kelola Obat Publikdan menerapkan manajemen mutu
Perbekalan Kesehatan

b. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan.

Indikator Kinerja

Definisi Operasional

Cara Perhitungan

1 |Persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial

Persentase Puskesmas yang memiliki
ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat
indikator pada saat dilakukan pemantauan

Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal
80% obat esensial dibagi dengan jumlah
Puskesmas yang melapor dikali seratus
persen

ketersediaan obat esensial

2 |Persentase kabupaten/kota dengan

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki
ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat
indikator pada saat dilakukan pemantauan

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki
ketersediaan minimal 85% obat esensial
dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang
melapor dikali seratus persen

3 [Persentase puskesmas dengan

Lengkap (IDL)

ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar

Persentase Puskesmas yang memiliki vaksin
IDL, terdiri dari vaksin hepatitis B, vaksin
BCG, vaksin DPT-HB-HIB, vaksin polio,
vaksin campak/campak rubella pada saat
dilakukan pemantauan

Jumlah puskesmas yang memiliki vaksin
IDL dibagi jumlah Puskesmas yang melapor
dikali seratus persen

4 |Jumlah instalasi farmasi
Provinsi/Kabupaten/Kota yang
menerapkan manajemen mutu

Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi Kab/Kota
yang memenuhi persyaratan sistem
manajemen mutu dengan ruang lingkup
minimal perencanaan, penerimaan,
penyimpanan, dan distribusi

Jumlah kumulatif Instalasi Farmasi Provinsi
Kab/Kota yang memenuhi persyaratan
sistem manajemen mutu dengan ruang
lingkup minimal perencanaan, penerimaan,
penyimpanan, dan distribusi
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B. KERANGKA PENDANAAN.

Pendanaan wuntuk mencapai terwujudnya peningkatan ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin melalui pelaksanaan kegiatan
peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan tertuang didalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020-2024

Alokasi (dalam juta rupiah)

TA. 2020 TA. 2021 TA. 2022 TA. 2023 TA. 2024

2.975.715 5.379.247 5.845.851 6.154.033 6.584.815

I ———
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BAB IV
PENUTUP

Revisi Pertama Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan RAK ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketersediaan anggaran, dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Tata Kelola
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Keterlibatan para pemangku kepentingan baik di
tingkat pusat maupun daerah dalam bentuk koordinasi, partisipasi maupun pemberdayaan
juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pencapaian target kinerja yang tertuang di
dalam dokumen revisi pertama RAK Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah
berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya akan
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap RAK ini, dan apabila diperlukan
dapat dilakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap muatan RAK Direktorat Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

k %k %k %k %

.
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LAMPIRAN 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2017
berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015

Sasaran No Indikatctr Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Kegiatan Target Realisasi Capaian | Target Realisasi Capaian | Target Realisasi Capaian
Tersedianya 1 Persentase
obat, vaksin ketersediaan
dan obat dan vaksin 77% 79,38% 103,09% 80% 81,57% 101,96% 83% 89,30% 107,59%
perbekalan di Puskesmas
kesehatan
yang 2 Persentase
bermutu, Instalasi Farmasi
merata dan Kabupaten/Kota
terjangkau di yang melakukan
pelayanan manajemen 55% 57,34% 104,25% 60% 63,88% 106,47% 65% 81,32% 125,11%
kesehatan pengelolaan obat
pemerintah dan vaksin sesuai

standar

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019
berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Sasaran e togiine Ja —— A — " — 5
Kegiatan Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Puskesmas dengan Persentase
ketersediaan obat dan Puskesmas
vaksin esensial dengan 85% | 85.99% | 101.16% | 90% | 92.83% | 103.14% | 95% | 96.34% | 101.41%
ketersediaan obat
dan vaksin
esensial
Instalasi Farmasi Persentase
Provinsi dan Kab/Kota Instalasi Farmasi
menerapkan sistem Provinsi dan
Informasi logistik obat Kab/Kota yang
dan Bahan Medis Habis menerapkan 20% 20.26% 101.30% 30% 34.49% 114.97% 40% 40.51% | 101.28%
Pakai (BMHP) aplikasi logistik
obat dan Bahan
Medis Habis Pakai
(BMHP)
Instalasi Farmasi Persentase
Kabupaten/Kota Instalasi Farmasi
melakukan Manajemen Kabupaten/Kota
pengelolaan obat dan yang melakukan
vaksin sesuai standar Manajemen 65% 81.32% 125.11% 70% 89.69% 128.13% 75% 92.02% 122.69%
pengelolaan obat
dan vaksin sesuai
standar
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LAMPIRAN 2

ITEM OBAT INDIKATOR YANG DIPANTAU TAHUN 2020-2024

NO. NAMA OBAT SATUAN NO. NAMA OBAT SATUAN
1 | Albendazol /Pirantel Pamoat Tablet 21 Kotrlmoksa‘zol (dewasa) kpmbmam Tablet/Botol
tablet/Kotrimoksazol suspensi
2 | Alopurinol Tablet 22 | Lidokain inj Vial
3 Amlodipin/Kaptopril Tablet 23 | Magnesium Sulfat injeksi Vial
4 | Amoksisilin 500 mg Tablet 22 Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 Ampul
mg-1 ml
5 | Amoksisilin sirup Botol 25 | Natrium Diklofenak Tablet
g | Antasida tablet kunyah/ antasida Tablet/Botol 26 | OATFDCKat 1 Paket
suspense
7 | Asam Askorbat (Vitamin C) Tablet 27 | Oksitosin injeksi Ampul
Asiklovir Tablet 28 | Parasetamol sirup 120 mg /5 ml Botol
Betametason salep Tube 29 | Parasetamol 500 mg Tablet
Dek | k
10 in(jae:imetason tablet/deksametason Tablet/Vial/Ampul 30 | Prednison 5 mg Tablet
11 | Diazepam injeksi 5 mg/ml Ampul 31 | Ranitidin 150 mg Tablet
12 | Diazepam Tablet 32 | Retinol 100.000/200.000 IU Kapsul
13 D|h|dr9artem5|n+p|perakU|n (DHP) Tablet 33 | Salbutamol Tablet
dan primaquin
14 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml Ampul 34 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik Tube
- - — S
15 Epmefrm (Adrenalin) injeksi 0,1 % Ampul 35 | Simvastatin Tablet
(sebagai HCI)
16 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi Ampul 36 | Siprofloksasin Tablet
F id 40 Hidroklorotiazid
17 urosem mey/Hidroklorotiazi Tablet 37 | Tablet Tambah Darah Tablet
(HCT)
18 | Garam Oralit serbuk Kantong 38 | Triheksifenidil Tablet
19 | Glibenklamid/Metformin Tablet 39 | Vitamin B6 (Piridoksin) Tablet
20 | Hidrokortison krim/salep Tube 40 | Zinc20 mg Tablet

I ———
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LAMPIRAN 3
ITEM OBAT PROGRAM HIV/AIDS DAN ITEM VAKSIN INDIKATOR
YANG DIPANTAU TAHUN 2020-2024

NO. NAMA OBAT HIV/AIDS SATUAN
1 Tenofovir 300 mg tablet Tablet
2 Lamivudin 150 mg tablet Tablet
3 Efavirenz 600 mg tablet salut Tablet
4 Kombinasi TLE Tablet

NO. NAMA VAKSIN SATUAN
1 | Vaksin Hepatitis B Vial
2 Vaksin BCG Ampul
3 Vaksin DPT-HB-HIB Vial
4 Vaksin Polio Vial
5 | Vaksin Campak/Vaksin Rubella Vial/Ampul

|
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LAMPIRAN 4
KERTAS KERJA PERSENTASE PUSKESMAS
DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL

Rekapitulasi Puskesmas di Kab/Kota “AB”:

NAMA PUSKESMAS
NO NAMA OBAT
A B Cc D E
1 Albendazol / Pirantel Pamoat 1 1 1 1 1
2 Alopurinol tablet 1 1 0 1 1
3 Amlodipin/Kaptopril tablet 0 1 1 1 1
4 Amoksisilin tablet 500 mg 1 1 0 1 1
5 Amoksisilin sirup 1 1 1 1 1
6 Antasida tablet kunyah/ antasida 1 1 1 1 1
suspense
7 Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 1 1 1 1 1
8 Asiklovir tablet 1 1 1 1 0
9 Betametason salep 1 1 1 1 1
10 .D.ekse.tmetason tablet/deksametason 0 1 0 1 1
injeksi
11 | Diazepam injeksi 5 mg/ml 1 1 1 1 1
12 | Diazepam tablet 1 1 1 1 1
13 D|hldrogrtem§|n+p|perakU|n (DHP) dan 1 1 1 1 1
atau Primaquin tablet
14 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml 1 1 0 1 1
Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 %
15 (sebagai HCI) ! ! ! ! !
16 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi 1 1 1 1 1
Furosemid 40  mg/Hidroklorotiazid
17 (HCT) tablet 1 ! 0 ! 1
18 | Garam Oralit serbuk 1 1 1 1 1
19 | Glibenklamid/Metformin tablet 1 1 1 1 1
20 | Hidrokortison krim/salep 0 1 1 1 1
21 Kotrlmoksgzol (dewasa) kombinasi 1 1 1 1 1
tablet/Kotrimoksazol suspense

________________________________________________________________________________________________________|
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NAMA PUSKESMAS
NO NAMA OBAT
A B C D E
22 | Lidokain inj 1 1 0 1 1
23 | Magnesium Sulfat injeksi 1 1 1 1 1
24 mgfilerrr%ometrin Maleat injeksi 0,200 1 1 1 1 1
25 | Natrium Diklofenak tablet 1 1 1 1 1
26 | OAT FDC Kat 1 1 1 1 1 1
27 | Oksitosin injeksi 1 1 0 1 1
28 Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml 1 1 1 1 1
29 | Parasetamol tablet 500 mg 1 1 1 1 1
30 | Prednison tablet 5 mg 1 1 0 1 1
31 | Ranitidin tablet 150 mg 1 1 1 1 1
32 | Retinol 100.000/200.000 U 1 1 1 1 1
33 | Salbutamol tablet 1 1 1 1 1
34 | Salep/Tetes mata antibiotic 0 1 1 1 1
35 | Simvastatin tablet 1 1 0 1 1
36 | Siprofloksasin tablet 1 1 1 1 1
37 | Tablet Tambah Darah 1 1 1 1 0
38 | Triheksifenidil tablet 1 1 0 1 1
39 | Vitamin B6 (Piridoksin) tablet 1 1 1 1 1
40 | Zinc tablet 20 mg 1 1 1 1 1
Total 36 40 30 40 38
Memenuhi Kriteria 1 1 0 1 1
Jumlah  Puskesmas dengan
persentase ketersediaan obat 4
esensial (minimal memiliki 80%
obat esensial)
cetorsediaan onat esensial | (49 x 100%= 50
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LAMPIRAN 5
KERTAS KERJA PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN
KETERSEDIAAN VAKSIN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Rekapitulasi Puskesmas di Kab/Kota “XY”:

NAMA PUSKESMAS
NO NAMA VAKSIN
A B C D E
1 | Vaksin Hepatitis B 1 1 0 1 1
2 | Vaksin BCG 1 0 1 1 1
3 | Vaksin DPT-HB-Hib 1 1 1 1 1
4 | Vaksin Polio 1 1 1 1 1
5 | Vaksin Campak/Campak Rubella 1 0 1 1 1
Total 5 3 4 5 5
Memenuhi Kriteria 1 0 0 1 1
Jumlah Puskesmas dengan
ketersediaan 5 vaksin IDL 3
v s cox

I ———
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LAMPIRAN 6
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “AB” :

NAMA KABUPATEN/KOTA

NO NAMA OBAT
A B C D E
1 Albendazol / Pirantel Pamoat 1 1 1 1 1
2 Alopurinol tablet 1 1 0 1 1
3 Amlodipin/Kaptopril tablet 0 1 1 1 1
4 Amoksisilin tablet 500 mg 1 1 0 1 1
5 Amoksisilin sirup 1 1 1 1 1
6 Antasida tablet kunyah/ antasida 1 1 1 1 1
suspense
7 Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 1 1 1 1 1
8 Asiklovir tablet 1 1 1 1 0
9 Betametason salep 1 1 1 1 1
10 ngsa}metason tablet/deksametason 0 1 0 1 1
injeksi
11 | Diazepam injeksi 5 mg/ml 1 1 1 1 1
12 | Diazepam tablet 1 1 1 1 1
13 Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan 1 1 1 1 1

atau Primaquin tablet
14 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml 1 1 0 1 1
Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 %

15 (sebagai HCI) 1 1 1 1 1
16 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi 1 1 1 1 1
17 I(::(r:?rs)etr;lﬁet 40  mg/Hidroklorotiazid 1 1 0 1 1
18 | Garam Oralit serbuk 1 1 1 1 1
19 | Glibenklamid/Metformin tablet 1 1 1 1 1
20 | Hidrokortison krim/salep 0 1 1 1 1
1 | o 1 [ [ ]
22 | Lidokain inj 1 1 0 1 1
23 | Magnesium Sulfat injeksi 1 1 1 1 1
24 rl\r/l]:Ei::-errrglglometrin Maleat injeksi 0,200 1 1 1 1 1
25 | Natrium Diklofenak tablet 1 1 1 1 1
26 | OAT FDC Kat 1 1 1 1 1 1
27 | Oksitosin injeksi 1 1 0 1 1
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NO NAMA OBAT NAMA PUSKESMAS
A B (63 D E

28 Parasetamol sirup 120 mg /5 ml 1 1 1 1 1
29 | Parasetamol tablet 500 mg 1 1 1 1 1
30 | Prednison tablet 5 mg 1 1 0 1 1
31 | Ranitidin tablet 150 mg 1 1 1 1 1
32 | Retinol 100.000/200.000 IU 1 1 1 1 1
33 | Salbutamol tablet 1 1 1 1 1
34 | Salep/Tetes mata antibiotik 0 1 1 1 1
35 | Simvastatin tablet 1 1 0 1 1
36 | Siprofloksasin tablet 1 1 1 1 1
37 | Tablet Tambah Darah 1 1 1 1 0
38 | Triheksifenidil tablet 1 1 0 1 1
39 | Vitamin B6 (Piridoksin) tablet 1 1 1 1 1
40 | Zinc tablet 20 mg 1 1 1 1 1

Total

36 40 30 40 38

Memenuhi Kriteria q q 0 4 4

Jumlah Kabupaten/Kota dengan

persentase ketersediaan obat

esensial (minimal memiliki 85% 4

obat esensial)

Persentase Kabupaten/Kota

dengah ketersediaan obat (4/5) x 100% = 80%

esensial

I E——
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LAMPIRAN 7
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN VAKSIN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “YZ”:

NAMA KABUPATEN/KOTA
NO [ NAMA VAKSIN
A B C D E
1 | Vaksin Hepatitis B 1 1 1 1 1
2 | Vaksin BCG 1 1 1 1 1
3 | Vaksin DPT-HB-Hib 1 1 1 1 1
4 | Vaksin Polio 1 1 1 1 1
5 | Vaksin Campak/Campak Rubella 1 0 1 1 1
Total 5 4 5 5 5
Memenuhi Kriteria 1 0 0 1 1
Jumlah Kabupaten/Kota dengan 4
ketersediaan 5 vaksin IDL
Persentase Kabupaten/Kota dengan (4/5) x 100% = 80%
ketersediaan 5 vaksin IDL

I ———
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LAMPIRAN 8
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN OBAT PROGRAM TUBERKULOSIS

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “YZ”:

NAMA KAB/KOTA

NO NAMA OBAT
A B C D E F
1 | OAT FDC Kat 1 1 1 1 0 1 1
Memenuhi Kriteria 1 1 1 0 1 1

Persentase Kabupaten/Kota dengan

) (5/6) x 100% = 83,3%
ketersediaan obat program TB
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LAMPIRAN 9
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN OBAT PROGRAM MALARIA

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “YZ”:

NAMA KAB/KOTA
NO NAMA OBAT

A B C D E F

1 Kombinasi DHP dan atau Primakuin tablet 1 1 1 1 1 1

Memenuhi Kriteria 1 1 1 1 1 1

Persentase Kabupaten/Kota dengan
ketersediaan obat program Kesehatan (6/6) x 100% = 100,0%
Malaria

Revisi Pertama RAK DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES TAHUN 2020-2024 40



LAMPIRAN 10
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN OBAT PROGRAM IBU DAN ANAK

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “YZ”:

NAMA KABUPATEN KOTA
A B C D E F

1 | Magnesium Sulfat injeksi atau | 1 1 1 1 1 1
Metilergometrin Maleat injeksi dan atau
Fitomenadion injeksi atau salep/tetes mata
antibiotik misal Oksitetrasiklin salep mata

NO NAMA OBAT

Memenuhi Kriteria 1 1 1 1 1 1
Persentase Kabupaten/Kota dengan

ketersediaan obat program Kesehatan (6/6) x 100% = 100,0%

Ibu dan Anak
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LAMPIRAN 11
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN OBAT PROGRAM GIZI

Rekapitulasi Kabupaten/Kota di Provinsi “YZ”:

NAMA KAB/KOTA

NO NAMA OBAT
A B C D E F
1 Tablet Tambah Darah 1 1 1 1 1 1
Memenuhi Kriteria 1 1 1 1 1 1

Persentase Kabupaten/Kota dengan

. - (6/6) x 100% = 100,0%
ketersediaan obat program Gizi
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LAMPIRAN 12
KERTAS KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN
KETERSEDIAAN OBAT PROGRAM HIV/AIDS

Rekapitulasi Kab/Kota di Provinsi XY:

NAMA KAB/KOTA

NO NAMA OBAT
A B C D E
1 | Tenofovir 300 mg tablet /Lamivudin 150 mg tablet 1 1 0 1
/Efavirenz 600 mg tablet salut
Memenuhi Kriteria 1 1 0 1 1

Persentase Kab/Kota desentralisasi dengan

) (4/5) x 100% = 80%
ketersediaan obat program HIV/AIDS
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LAMPIRAN 13
INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU DI INSTALASI FARMASI PEMERINTAH

No Pertanyaan SV
(Ya/Tidak)

1) 2 3

1 | Apakah terdapat Tim Penjaminan Mutu yang ditetapkan di

Instalasi Farmasi? Tim Penjaminan Mutu meliputi
Management Representative/Penanggung Jawab
Manajemen Mutu, Pengendali Dokumen, dan Tim Auditor
Internal

2 Apakah Instalasi Farmasi sudah memiliki pedoman atau
manual mutu?

Apakah Instalasi Farmasi sudah memiliki visi?

Apakah Instalasi Farmasi sudah memiliki misi?

5 | Apakah di Instalasi Farmasi sudah ditetapkan kebijakan
mutu?

6 | Apakah di Instalasi Farmasi sudah ditetapkan sasaran
mutu?

7 | Apakah terdapat pembagian tugas dan kewenangan di
Instalasi Farmasi?

8 Apakah sudah dilakukan manajemen risiko pada proses:
a. Perencanaan
b. Penerimaan
c. Penyimpanan
d. Distribusi
9

Apakah terdapat rencana manajemen mutu dalam rangka
mencapai sasaran mutu terkait proses:

a.Perencanaan

b. Penerimaan

c. Penyimpanan
(Kegiatan terkait penyimpanan yang dimaksud yaitu
stock opname).

d. Distribusi

10 | Apakah terdapat SOP di Instalasi Farmasi terkait proses:

a. Perencanaan
b. Penerimaan

c. Penyimpanan
d. Distribusi

11 | Apakah terdapat persyaratan kualifikasi pegawai Instalasi
Farmasi?

12 | Apakah sudah dilakukan sosialisasi sasaran mutu,
kebijakan mutu, dan prosedur kepada pegawai Instalasi
Farmasi?

13 Apakah sudah dilaksanakan survey kepuasan pelanggan

terkait layanan dari Instalasi Farmasi

Provinsi/Kabupaten/Kota
|
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Jawaban
(Ya/Tidak)
1) 2 3

14 | Apakah sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi
pencapaian sasaran mutu terkait proses:

a. Perencanaan
b. Penerimaan
c. Penyimpanan
(Kegiatan terkait penyimpanan yang dimaksud yaitu
stock opname).
d. Distribusi
15 | Apakah terdapat mekanisme evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan terkait proses:
a.Perencanaan
b.Penerimaan
c. Penyimpanan
(Kegiatan terkait penyimpanan yang dimaksud yaitu
stock opname).
d. Distribusi
16 | Apakah terdapat mekanisme tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan terkait
proses:
a.Perencanaan
b.Penerimaan
c. Penyimpanan
(Kegiatan terkait penyimpanan yang dimaksud yaitu
stock opname).
d. Distribusi
17 | Apakah dilaksanakan inspeksi diri atau audit internal di
Instalasi Farmasi pada tahun berjalan?
18 | Apakah dilaksanakan rapat tinjauan manajemen di
Instalasi Farmasi pada tahun berjalan?

No Pertanyaan

Jumlah Jawaban “Ya” | ...
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LAMPIRAN 14
KERTAS KERJA PENILAIAN INSTALASI FARMASI
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR

Komponen

Penilai
Subskor

Nilai Perhitungan Subskor

| Hasil Perhitungan*

Nilai Subskor

Sumber Daya (A)

1 |[struktur Organisasi (Bobot = 5)

a. |Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 5 Nilai Subskor = Penilai subskor x 5 Nilai Tertinggi = 5 5
b. Seksi Farmasi 2 5
C. Lain-lain/Selain adan b 0
2 |sumber Daya Manusia (Bobot = 10)
Penanggung Jawab
a. |Apoteker 5
b Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli
. Madya Farmasi) 2
c. Tenaga Lainnya _ _ _ [0 Nilai Sub Skor =_Jumlah Penilaian sub-sub skor x 8 Nilai Tertinggi = 8 s
Penanggung Jawab Pernah Mengikuti Pelatihan 10
Pengelolaan Obat
a. [ -[Penah 3
b. | - [Tidak Pernah 0
Jumlah SDM |
a. [ -[Cukup 2
b. | - [Tidak Cukup 1
3 Anggaran (Bobot =5)
Anggaran Obat dan BMHP dari Berbagai Sumber
a. [Cukuf ] 5
b. [Tidak Cukup 2
Anggaran Biaya Operasional
Biaya Pemeliharaan
a. |Ada 1 ilai = ilai -
| ¢ | | Nilai Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 7 Nilai tertinggi = 7 7
b. |Tidak Ada 8
Biaya Distribusi
a. |Ada 1
b. Tidak Ada
Biaya Lain-lain, misalnya biaya ATK, Pengemas dll
a. [Ada [ ] 1
b. [Tidak Ada [
4 |saranadan Prasarana (Bobot = 25)
4.1.]Gedung |
a.| Status Kepemilikan
1) [Millk Pemerintah Daeran 3
2) [Sewa 1
b.| Kondisi Gedung
1) | Baik 3
2) [Rusak Ringan 2
3) [Rusak Sedang/Berat 1
c.| Tersedia ruang
1) [Administrasi
- | Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada )
2) | Karantina/Area Karantin
- | Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada (0]
3) | Penyimpanan Obat dan BMHP Nilai Sub Skor =_Jumlah Penilaian sub-sub skor x 25 Nilai tertinggi = 25 o5
- | Cukup 2 100
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada )
4) [ Penyimpanan Suhu Khusus
- | Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada (o)
5) Penyimpanan Narkotik/Psikotropik/Prekursor.
- | Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada [
6)| Penyimpanan Obat dan BMHP Rusak dan
Kedaluawarsa
- | Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada )
7) Persiapan Distribusi/Penyerahan
~[Cukup 2
- | Tidak Cukup 1
- | Tidak Ada (o]
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4.2.|Sarana Pengolah Data
a.|Komputer/laptop
1)|Cukup 3
2)|Tidak Cukup 1
b.|Printer
1)|Cukup 2
2)| Tidak Cukup 1
c.|Uninteruptable Power Supply (UPS)
1)|Ada 1
2)|Tidak Ada

d.|Aplikasi manajemen obat secara elektronik
1)|Jika menggunakan aplikasi E-logistik:
E-logistik (Integrasi)

E-logistik (Pendistribusian/LPLPO)
E-logistik (Penerimaan)

2)| Aplikasi Mandiri

Tidak menggunakan aplikasi manajemen obat
secara elektronik

e.|Alat pendukung jaringan internet

1)|Ada

2)|Tidak Ada 0
4.3.|Sarana Distribusi

Jumlah,Fungsi dan Kriteria Kendaraan

a.|Kendaraan roda empat/Transportasi Air

1)|Cukup

2)| Tidak Cukup

3)| Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5)|Berfungsi Sebagian

6)| Tidak Berfungsi semuanya

7)| Terdapat Tulisan Secara Permanen Kendaraar|
8)| Terdapat Box Untuk Penyimpanan Obat
b.|Kendaraan roda dua

1)|Cukup

2)| Tidak Cukup

3)| Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5)|Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya

7)| Terdapat Tulisan Secara Permanen Kendaraar|
8)|Terdapat Box Untuk Penyimpanan Obat
4.4.|Sarana Pengaman

a.|Alarm untuk mencegah terjadinya pencurian
1)|Ada

2)|Tidak Ada

3)|Berfungsi

4)|Tidak Berfungsi

b.|Alarm Kebakaran

1)|Ada

2)|Tidak Ada

3)|Berfungsi

4)|Tidak Berfungsi

5)|Dilakukan Pemeriksaan Secara Berkala
c.|Alat Pemadam Api Ringan

1)|Ada

2)|Tidak Ada

3)|Berfungsi

4)|Tidak Berfungsi

5)|Dilakukan Pemeriksaan Secara Berkala
d.[ccTV

1)|Ada

2)|Tidak Ada

3)|Berfungsi

4)|Tidak Berfungsi

e.|Pagar

1)|Ada

2)|Tidak Ada

f. | Teralis

1)|Ada 1
2)|Tidak Ada 0
g.|Pintu utama ganda (non besi dan besi)
1)|Ada 1
2)|Tidak Ada 0
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4.5|Sarana Penyimpanan
a.|Rak |

1) [Cukup 2
2) |Tidak Cukup 1
b.[Pallet|
1) [Cukup 2
2)[Tidak Cukup

c. |Lemari Narkotika/ Psikotropika
1)|Ada

2) [Tidak Ada

3) |Sesuai Standar

4)|Tidak Sesuai Standar

d. |Refrigerator Pharmaceutical

1) |Cukup

2) |Tidak Cukup

3) [Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5) [Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya
e.|Freezer Room/Vaccine Refrigerator
1) [Cukup

2) | Tidak Cukup

3) | Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5) |Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya

f. |Cold Box/Vaccine Carrier

1) [Cukup

2) | Tidak Cukup

3) | Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5) |Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya
4.6|Sarana Penunjang

a.|Air Conditioning (AC)

1) |Cukup

2) | Tidak Cukup

3) | Tidak Ada

4)|Berfungsi Semuanya

5) |Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya
b.|Exhaust Fan

1) [Cukup

2) |Tidak Cukup

3) | Tidak Ada

4) |Berfungsi Semuanya

5) |Berfungsi Sebagian

6) | Tidak Berfungsi semuanya

c. | Termometer ruangan

1) | Termometer digital

2) [Termometer air raksa 1
3) | Tidak Ada 0
. |Hygrometer
1)[Ada 1
2)|Tidak Ada

Generator Set (Genset)

1)|Ada

2) [Tidak Ada

3) [Berfungsi

4) |Tidak Berfungsi

Trolley/Kereta Dorong

1) [Cukup

2)[Tidak Cukup

.|Hand Pallet/Electric Pallet/Forklift/Hand Forklift
1) [Cukup

2) |Tidak Cukup

3) [Berfungsi Seluruhnya

4)|Berfungsi Sebagian

5) [Tidak Berfungsi

Tangga

1)[Cukup

2) [Tidak Cukup 0
. |Timbangan Barang
1)[Ada 1
2) [Tidak Ada 0
. |Pest Control
1)[Ada 1
2)|Tidak Ada 0
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Komponen

I Penilai

Nilai Perhitungan Subskor

Hasil Perhitungan*

Nilai Subskor

Subskor
Pengelolaan (B)
1 Perencanaan (Bobot = 10)
a. |Tersedia SOP/prosedur tertulis Perencanaan Obat
sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
1) | Tersedia 2
2) | Tidak Tersedia o
b. [Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus
terhadap perencanaan
1) |Ada 1
2) | Tidak Ada [0}
c. |Tersedia SK Tim Perencanaan Obat Terpadu Nilai Subskor =_Jumlah Penilaian sub-sub skor x 15 Nilai tertinggi = 15 15
(TPOT) 7
1) | Tersedia 2
2) |Tidak Tersedia o]
d. |TPOT mempunyai rencana kerja
1) [Mempunyai Rencana Kerja 1
2) | Tidak Mempunyai Rencana Kerja o
€. |Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dikirim melalui e-
monev katalog obat secara tepat waktu
1) |Dikirim Melalui Emonev 1
2) |Tidak Dikirim Melalui Emonev o
2 |penerimaan (Bobot = 5)
a. |Tersedia SOP/ prosedur tertulis Penerimaan Obat
sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
1) |Tersedia 2
2) |Tidak Tersedia [0}
b. |Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus
terhadap penerimaan
1) |[Ada 1
Tidak Ada Nilai Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 5 - . "
) o fal u ! 5' u u X Nilai Tertinggi = 5 7
C. |Tersedia Dokumen Penerimaan
1) | Tersedia 1
2) | Tidak Tersedia (o}
d. |Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian antara
dokumen dan fisik barang meliputi: nama obat,
kekuatan sediaan, bentuk sediaan, jumlah obat,
tanggal kedaluwarsa dan kondisi obat
1) [Melakukan Pemeriksaan 1
2) | Tidak Melakukan Pemeriksaan o
3 Penyimpanan (Bobot = 9)
a. |Tersedia SOP/prosedur tertulis Penyimpanan Obat
sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
1) [Tersedia 2
2) | Tidak Tersedia 1
b. | Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus
terhadap penyimpanan
1) [Ada 1
2) | Tidak Ada o
c. |Tersedia dokumen pencatatan suhu dan kelembaban
di ruang penyimpanan
1) [Tersedia 1
2) | Tidak Tersedia o
d. |Ruang penyimpanan bersih dan rapi
1) [Bersih 1
2) |Tidak/kurang Bersih ()
€. [Tersedia Pest Control
1) [Tersedia 1 ilai = ilai -
) | k ; Nilai Sub Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 8 Nilai Tertinggi = 10 10
2) ITldak Tersedia [] 10
f. |Ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan cukup
memadai.
1) [Memadai 1
2) | Tidak Memadai [0}
g. |Penyusunan obat menggunakan prinsip First Expired
First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO)
1) |Menggunakan Prinsip 1
2) |Tidak Menggunakan Prinsip (o)
h. |Pengelompokan dilakukan secara jenis peruntukkan
(program dan non program), bentuk sediaan,
alfabetis dan farmakologi
1) | Dilakukan Pengelompokan 1
2) | Tidak Dilakukan Pengelompokan o
i. [Dilakukan pengamatan mutu obat secara
organoleptis dan dicatat dalam buku catatan
1) | Dilakukan Pengamatan Mutu 1
2) | Tidak Dilakukan Pengamatan Mutu o

|
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Distribusi (Bobot = 9)

a.

Tersedia SOP/ prosedur tertulis Distribusi Obat
sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

1) | Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus
terhadap distribusi

1) |Ada

2) |Tidak Ada

Tersedia jadwal distribusi

1) [Tersedia

2) [Tidak Tersedia

Melakukan verifikasi data LPLPO Puskesmas

1) [Melakukan

2) | Tidak Melakukan

Tersedia dokumen SBBK obat dan BMHP pada saat
penyerahan

1) |Tersedia

2) | Tidak Tersedia

Melakukan pengecekan terhadap obat dan BMHP
sebelum penyerahan

1) [Melakukan

2) |Tidak Melakukan

Nilai Sub Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 10
z

Nilai Tertinggi = 10

10

Pencatatan dan Pelaporan (Bobot = 7)

a.

Tersedia SOP/ prosedur tertulis Pencatatan dan
Pelaporan sesuai dengan format Permenpan dan RB

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP

1) | Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus
terhadap pencatatan dan pelaporan

1) |Ada

2) | Tidak Ada

Kartu stok sudah diisi dengan benar

1) [Sudah Benar

2) |Belum benar

Tersedia Dokumen Dinamika Logistik Obat/ Laporan
Mutasi Obat pada periode tertentu

1) [Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Stok opname dilakukan secara periodik

1) [Dilakukan Secara Periodik

2) | Tidak Dilakukan Stok opname

Tersedia catatan tersendiri untuk obat
rusak/kedaluwarsa

1) [Tersedia

2) [Tidak Tersedia

Nilai Sub Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 5
7

Skor tertinggi =5

Pemusnahan (Bobot = 6)

a.

Tersedia SOP/ prosedur tertulis Pemusnahan obat
sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

1) [Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Jika dilakukan pemusnahan obat: dan BMHP

- |Tersedia SK Tim/Panitia Pemusnahan

1) |Tersedia

2) |Tidak Tersedia

- |Tersedia Berita Acara pemeriksaan Obat kedaluwarsa

1) |Tersedia

2) |Tidak Tersedia

- |Tersedia Berita Acara pemusnahan Obat kedaluwarsa

1) [Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Tersedia dokumen surat pengajuan penghapusan
Barang Milik Daerah

1) | Tersedia

2) |Tidak Tersedia

Nilas Sub Skor =_Jumlah Penilaian sub-sub skor x 5
6

Skor tertinggi =5

|
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Pengembangan Kompetensi (Bobot = 3)

a. |Melaksanakan Pelatihan Teknis Untuk Pengelola
Obat di Puskesmas

1

Melakukan Pelatihan

2)

Tidak Melakukan Pelatihan

b. |Melaksanakan Supervisi/Bimbingan Teknis ke
Puskesmas

1)

Melakukan Melaksanakan Supervisi/Bimbingan

2

~

Tidak Melakukan Melaksanakan
Supervisi/Bimbingan

c. |Melaksanakan Pertemuan Koordinasi dengan
Puskesmas

1

Melakukan Pertemuan

1

2)

Tidak Melakukan Pertemuan

0

Nilai Sub Skor = Jumlah Penilaian sub-sub skor x 3
3

Nilai Tertinggi = 3

Sub Total Skor Pengelolaan (B) = Jumlah Skor No. 1 s.d. Skor No. 7 (Komponen)

55

TOTAL SKOR MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT = SUB TOTAL SKOR SUMBER DAYA (A) + SUB TOTAL SKOR PENGELOLAAN (B)

INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR BILA TOTAL SKOR 2 80

I ———
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LAMPIRAN 15
MATRIKS CASCADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja Eselon Il Indikator Eselon IV (Sub Target
Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon ||) Fungsional) 2020 2021 2022 2023 2024
Tujuan: Jumlah instalasi Jumlah instalasi farmasi Jumlah kumulatif instalasi 6 27 77 127 177
. farmasi provinsi/kabupaten/kota farmasi provinsi kab/kota
Terwujudnya provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi yang memenuhi
peningkatan yang menerapkan persyaratan sistem persyaratan sistem
ketersediaan, manajemen mutu manajemen mutu dengan manajemen mutu dengan
pemerataan dan ruang lingkup minimal ruang lingkup minimal
keterjangkauan perencanaan, penerimaan, | perencanaan,
obat dan vaksin penyimpanan, dan penerimaan,
distribusi. penyimpanan, dan
Sasaran distribusi.
Strategis:
Meningkatnya Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan
Jaminan 1 Tersusunnya Rencana Kebutuhan Obat, RKO Obat yang tersedia 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ketersediaan obat Rencana Kebutuhan vaksin dan perbekalan dibagi dengan yang
dan perbekalan dan Data kesehatan Program dibutuhkan dikali 100 %
kesehatan dengan Ketersediaan Obat, tersusun sebelum Riviu
dukungan vaksin dan Anggaran
peningkatan mutu perbekalan kesehatan
pengelolaan Program tersusun
logistik obat dan tepat waktu
perbekalan
kesehatan 1 Pemenuhan data Persentase jumlah Jumlah data pendukung 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pendukung kelengkapan data (10 program) yang
perhitungan rencana | pendukung yang tersedia tersedia dibagi jumlah
kebutuhan obat, dalam menyusun usulan data pendukung yang
vaksin dan rencana pengadaan seharusnya tersedia
perbekalan dikali 100%
kesehatan program Jumlah data pendukung
yang harus tersedia
sejumlah 2 dokumen:
1. Usulan kebutuhan
program
2. BA desk
2 Tersusunnya data Jumlah dokumen analisis Laporan TW1,2,3 dan 4 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok

Ketersediaan vaksin
IDL di
kabupaten/kota

capaian indikator
ketersediaan vaksin IDL di
Kabupaten/Kota
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon ||) Fungsional) 2020 2021 2022 2023 2024
3 Tersusunnya data Jumlah dokumen analisis Laporan TW1,2,3 dan 4 4dok | 4dok | 4dok | 4dok | 4dok
ketersediaan Obat capaian indikator
Program Kesehatan ketersediaan obat gizi
Indikator
Kinerja
Eselon Il
(Koordinator
Jabatan
Fungsional)
4 Tersusunnya data Jumlah dokumen analisis Laporan TW1,2,3 dan 4 4 dok 4 dok 4dok | 4dok | 4dok
Ketersediaan Obat capaian indikator
Esensial di ketersediaan obat
Puskesmas kesehatan ibu dan anak
2 Rencana Kebutuhan Persentase terlaksananya Jumlah kegiatan yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obat JKN Tersusun setiap kegiatan sesuai terlaksana sesuai
Tepat Waktu timeline yang telah disusun timelina dibagi jumlah
seluruh kegiatan yang
harus dilaksanakan
sesuai timeline yang
telah disusun dikali 100%
Pemenuhan data Persentase jumlah Jumlah data pendukung 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

pendukung
perhitungan rencana
kebutuhan obat JKN

kelengkapan data
pendukung yang tersedia
penyusunan RKO JKN

yang tersedia dibagi
jumlah data pendukung
yang seharusnya
tersedia dikali 100%
Jumlah data pendukung
yang harus tersedia
sejumlah 3 dokumen:

1. Review data RKO

2. Inventarisasi status
pengiriman RKO

3. Verifikasi Obat
Program pada RKO PKD
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon ||) Fungsional) 2020 2021 2022 2023 2024
3 Rencana Kebutuhan Dokumen Rencana Jumlah Dokumen yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obat Pelayanan Pengadaan Obat Tersedia tersedia dibagi target
Kesehatan Dasar sebelum proses pengadaan | pengadaan dikali 100 %
Tersusun Tepat
Waktu
Pemenuhan data Persentase jumlah Jumlah data pendukung 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pendukung kelengkapan data yang tersedia dibagi
perhitungan rencana | pendukung yang tersedia jumlah data pendukung
kebutuhan obat penyusunan rencana yang seharusnya
Pelayanan pengadaan obat buffer stok | tersedia dikali 100%
Kesehatan Dasar provinsi Jumlah data pendukung
yang harus tersedia
sejumlah 3 dokumen:
1. Format RKO Buffer
Stok Provinsi
2. Usulan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
3. Hasil review RKO
buffer stok provinsi
Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan
1 persentase item obat Terlaksananya penyusunan | Jumlah item obat JKN 80% 80% 80% 80% 80%
JKN dan obat usulan Obat dan vaksin dan obat program yang
program yang program dan JKN di e- memiliki NIE dan
diusulkan dalam Katalog diusulkan katalog dibagi
katalog jumlah item obat yang
tercantum dalam
fornas/addendum dan
jumlah item obat program
1 persentase realisasi | Terlaksananya koordinasi jumlah kegiatan 90% 90% 90% 90% 90%

kegiatan koordinasi
dan evaluasi obat
dan vaksin program
dan JKN untuk
proses katalog obat

dan evaluasi obat dan
vaksin program dan JKN
untuk proses katalog obat

koordinasi dan evaluasi
obat dan vaksin program
dan JKN untuk proses
katalog obat yang
terealisasi dibagi jumlah
kegiatan yang
direncanakan
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon 1) Fungsional) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2 persentase realisasi Terselenggaranya jumlah kegiatan 90% 90% 90% 90% 90%
kegiatan pertemuan pertemuan dengan industri pertemuan dengan
dengan industri farmasi dan satker/faskes industri farmasi dan
farmasi dan terkait katalog obat satker/faskes terkait
satker/faskes terkait katalog obat yang
katalog obat terealisasi dibagi jumlah
kegiatan yang
direncanakan
3 persentase realisasi | Terlaksananya monitoring jumlah kegiatan 95% 95% 95% 95% 95%
kegiatan monitoring penerapan e-katalog obat monitoring penerapan e-
penerapan e-katalog katalog obat yang
obat terealisasi dibagi jumlah
kegiatan yang
direncanakan
4 persentase realisasi | Terlaksananya penyusunan | jumlah kegiatan 90% 90% 90% 90% 90%
kegiatan daftar HPS untuk proses penyusunan daftar harga
penyusunan daftar katalog obat obat untuk proses
harga obat untuk katalog obat yang
proses katalog obat terealisasi dibagi jumlah
kegiatan yang
direncanakan
2 persentase jumlah Terlaksananya penetapan jumlah draft SK yang 90% 90% 90% 90% 90%
realisasi penetapan daftar harga obat yang tidak | diproses dibagi jumlah
harga obat tayang katalog untuk Nilai NSPK yang
Klaim Harga obat PRB, direncanakan
Obat Penyakit Kronis di
FKRTL dan Obat
Kemoterapi; dan/atau HET
1  persentase realisasi | Terlaksananya evaluasi jumlah kegiatan evaluasi 90% 90% 90% 90% 90%

evaluasi harga obat
yang tidak tayang
katalog untuk
penetapan Nilai
Klaim Harga obat
PRB, Obat Penyakit
Kronis di FKRTL dan
Obat Kemoterapi;
dan/atau HET

harga obat yang tidak
tayang katalog untuk
penetapan Nilai Klaim
Harga obat PRB, Obat
Penyakit Kronis di FKRTL
dan Obat Kemoterapi;
dan/atau HET

harga obat yang tidak
tayang katalog untuk
penetapan Nilai Klaim
Harga obat PRB, Obat
Penyakit Kronis di FKRTL
dan Obat Kemoterapi;
dan/atau HET yang
terealisasi dibagi jumlah
kegiatan yang
direncanakan
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon 1) Fungsional) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2 persentase realisasi Terlaksananya penyusunan | jumlah kegiatan 90% 90% 90% 90% 90%
penyusunan daftar daftar harga obat yang tidak | penyusunan daftar harga
harga obat yang tayang katalog untuk obat yang tidak tayang
tidak tayang katalog penetapan Nilai Klaim katalog untuk penetapan
untuk penetapan Harga obat PRB, Obat Nilai Klaim Harga obat
Nilai Klaim Harga Penyakit Kronis di FKRTL PRB, Obat Penyakit
obat PRB, Obat dan Obat Kemoterapi; Kronis di FKRTL dan
Penyakit Kronis di dan/atau HET Obat Kemoterapi;
FKRTL dan Obat dan/atau HET yang
Kemoterapi; terealisasi dibagi jumlah
dan/atau HET kegiatan yang
direncanakan
3 persentase user yang Terlaksananya penerapan jumlah satker yang 80% 82% 84% 88% 90%
menerapkan aplikasi sistem aplikasi E-Monev menerapkan aplikasi
e-monev dalam Katalog Obat emoneyv dibagi jumlah
proses pengadaan satker yang terdaftar
dalam aplikasi emonev
1 persentase industri Terlaksananya Pemantapan | jumlah industri farmasi 70% 75% 80% 85% 90%
farmasi yang Aplikasi e-Monev Katalog yang melakukan
melakukan Obat sinkronisasi data
sinkronisasi data (mapping) dibagi jumlah
(mapping) aplikasi e- industri farmasi
monev pemenang katalog
2 persentase rata-rata | Terlaksananya jumlah item obat katalog 60% 65% 70% 75% 80%
item obat yang Pendampingan Penerapan yang dipurchasing dibagi
dipurchasing oleh Aplikasi e-Monev Katalog dengan jumlah obat
satker di provinsi Obat yang tayang katalog
3 persentase Terlaksananya pemantauan | jumlah realisasi 95% 95% 95% 95% 95%

penyelesaian
penanganan
keluhan

Penanganan Keluhan
Penyediaan Obat secara
manual dan berbasis
Android

penyelesaian keluhan
Penyediaan Obat secara
manual dan berbasis
Android dibagi jumlah
total keluhan
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon ||) Fungsional) 2020 2021 2022 2023 2024
Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1 Jumlah Instalasi Jumlah Instalasi Farmasi Dihitung jumlah total 6 21 50 50 50
Farmasi Provinsi/Kab/Kota yang Instalasi Farmasi
Provinsi/Kab/Kota menerima pendampingan Provinsi/Kab/Kota yang
yang yang menerima teknis penjaminan mutu. menerima pendampingan
pendampingan teknis teknis penjaminan mutu.
penjaminan mutu
1 Persentase kegiatan | Persentase pelaksanaan (Jumlah kegiatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pendampingan kegiatan pendampingan pendampingan teknis
teknis penjaminan teknis penjaminan mutu penjaminan mutu yang
mutu yang bagi Provinsi/Kab/Kota telah dilaksanakan dibagi
terlaksana sesuai dengan jumlah kegiatan
rencana yang direncanakan) dikali
100%.
Instalasi Farmasi Kab/Kota Jumlah kumulatif Instalasi 164 264 364 464 514
(IFK) yang melakukan Farmasi Kab/Kota yang
pengelolaan obat sesuai melakukan pengelolaan
standar bila hasil evaluasi obat sesuai standar bila
menghasilkan skor minimal hasil evaluasi
80. menghasilkan skor
minimal 80.
2 Jumlah NSPK di Jumlah NSPK yang Jumlah kumulatif NSPK 0 1 1 1 1
bidang Pengendalian tersusun di bidang yang tersusun di bidang
Obat Publik dan pengendalian obat publik pengendalian obat publik
Perbekalan dan perbekalan kesehatan dan perbekalan
Kesehatan kesehatan
2 Jumlah draft NSPK Jumlah draft NSPK yang Jumlah kumulatif draft 0 1 1 1 1

di bidang
pengendalian obat
publik dan
perbekalan
kesehatan

tersusun di bidang
pengendalian obat publik
dan perbekalan kesehatan

NSPK yang tersusun di

bidang pengendalian
obat publik dan
perbekalan kesehatan
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Indikator Kinerja Eselon Il

Indikator Eselon IV (Sub

Target

Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon 1) Fungsional) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3 Jumlah Instalasi Jumlah Instalasi Farmasi Dihitung jumlah total 12 150 150 150 150
Farmasi Prov / Provinsi/Kab/Kota yang Instalasi Farmasi
Kab/Kota yang menerima bimbingan teknis | Provinsi/Kab/Kota yang
dibimbing tentang tentang pengelolaan obat, menerima bimbingan
pengelolaan obat baik secara daring maupun teknis tentang
luring. pengelolaan obat, baik
secara daring maupun
luring.
3 Persentase Kegiatan | Persentase Pelaksanaan (Jumlah kegiatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bimbingan Teknis Kegiatan Bimbingan Teknis | bimbingan teknis yang
yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dibagi
sesuai rencana dengan jumlah kegiatan
yang direncanakan) dikali
100%
4 Pemenuhan Persentase Pelaksanaan (Jumlah kegiatan 95% 95% 96% 96% 97%
pendistribusian obat Kegiatan Pendistribusian pendistribusian obat yang
dan perbekkes buffer obat di Instalasi Farmasi telah dilaksanakan dibagi
pusat sesuai Pusat sesuai permintaan dengan jumlah draft
permintaan rencana distribusi) dikali
100%
4 Persentase kegiatan | Persentase Pelaksanaan (Jumlah kegiatan 95% 95% 96% 96% 97%
pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian pendistribusian obat yang
pendistribusian obat | obat di Instalasi Farmasi telah dilaksanakan dibagi
Pusat dengan jumlah draft
rencana distribusi) dikali
100%
5 Persentase Kegiatan | Persentase Pelaksanaan (Jumlah kegiatan stock 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

stock opname yang
terlaksana sesuai
rencana

Kegiatan Stock Opname di
Instalasi Farmasi Pusat

opname yang telah
dilaksanakan dibagi
dengan jumlah kegiatan
yang direncanakan) dikali
100%
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Indikator Kinerja Eselon Il Indikator Eselon IV (Sub Target
Tujuan dan Indikator Kinerja (Koordinator Jabatan Fungsional) Koordinator Jabatan Definisi Operasional (DO) Cara Perhitungan
Sasaran Strategis (Eselon II) Fungsional) 2020 2021 2022 2023 2024
Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1 Tersedianya Informasi 2 2 2 2 2
Pasar obat dan
Perbekalan
Kesehatan
1 Tersedianya Tersedianya dokumen Jumlah dokumen 1 1 1 1 1
informasi pasar obat | informasi pasar obat sesuai | informasi pasar obat
sesuai rencana rencana sesuai rencana
2 Tersedianya Tersedianya dokumen Jumlah dokumen 1 1 1 1 1

informasi pasar
perbekkes sesuai
rencana

informasi pasar perbekes
sesuai rencana

informasi pasar perbekes
sesuai rencana
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